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BAB IV 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Pelaksanaan pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan yang masih berstatus 

pelajar untuk mengikuti Ujian Nasional di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

A Kota Bengkulu bahwa belum terlaksana dengan sepenuhnya, dikarenakan 

pemberian pelajaran terhadap anak didik pemasyarakatan belum terlaksana 

sebagaimana mestinya dengan jumlah anak didik yang mengikuti ujian 8 

orang dan anak didik yang tidak mengikuti ujian 27 orang. 

2. Hambatan dalam pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan yang masih 

berstatus pelajara untuk mengikuti Ujian Nasional di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu di Kelasifikasikan sebagai berikut: 

a) Hambatan Internal: 

1) Kekerasan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kota Bengkulu. 

2) Kurang kondusifnya kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas  IIA 

Kota Bengkulu. 

3) Labelling kepada setiap anak yang masuk ke dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu merupakan anak nakal. 

4) Kurangnya tenaga pengajar yang disedikan oleh Pihak Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu. 
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5) Kurangnya minat dan keinginan belajar dari para anak didik di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu. 

b) Hambatan Eksternal: 

1) Kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat  terhadap 

keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan, 

2) Dana Operasional Yang Kurang, 

3) Kurangnya tenaga konselor di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

A Kota Bengkulu. 

B. Saran 

1. Meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada setiap anak pidana 

dengan cara memperbaiki mutu tenaga pengajar yang mengajar di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas  II A Kota Bengkulu dengan cara 

memberikan pengajaran secara rutin mengikuti hari aktif di sekolah pada 

umumnya, sehingga pendidikan yang didapat Anak didik tidak terputus. 

2. Meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada setiap anak didik 

dengan cara bekerjasama dengan sekolah yang berada di sekitar Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kelas  II A Kota Bengkulu agar kebutuhan akan tenaga 

pengajar yang dirasa kurang dapat tercukupi, dan juga agar pendidikan yang 

diberikan dapat maksimal. 
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